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PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN DOKTER KESEHATAN KERJA INDONESIA (PP IDKI) 
SURAT EDARAN NO 1/SE/PP IDKI/III/2020 

 
TENTANG PEDOMAN TINGKAT KESIAPSIAGAAN WABAH (COVID-19) DI PERUSAHAAN 

 
Dalam rangka menyikapi situasi terkini Pandemi Covid-19 di Indonesia, maka dokter 
perusahaan perlu berperan aktif Bersama perusahaan dalam mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya pandemic di perusahaan dan rencana keberlangsungan usaha.  
Berdasarkan Surat Edaran Binwasnaker dan K3 No 5/193/AS.02.02/III/2020 dan Edaran WHO 
mengenai Covid-19, maka Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja (IDKI) mengeluarkan 
Pedoman Tingkat Kesiapsiagaan Wabah (Covid-19) di Perusahaan, untuk dijadikan pegangan 
bagi dokter perusahaan dalam menyusun Standart Operation Procedure (SOP) di tempat 
kerjanya masing-masing. 
 
Demikian pedoman ini dibuat agar dapat dipergunakan dan disesuaikan dengan kebijakan dan 
keadaan masing-masing perusahaan 
 
 
 
Dikeluarkan di Jakarta 
Tanggal 13 Maret 2020                                                                
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TINGKAT KESIAPSIAGAAN WABAH (COVID-19) DI PERUSAHAAN 

TINGKAT DESKRIPSI KESIAPSIAGAAN PERUSAHAAN KESIAPSIAGAAN MEDIS 
TINGKAT 1 
HIJAU 

Kasus diluar Indonesia - Membuat Rencana Tanggap Darurat Wabah (COVID-19) 
- Membentuk Tim Manajemen Krisis 
- Travel advisory ke daerah wabah 
- Melakukan inventarisasi kebutuhan terkait wabah dan 

mencukupi kebutuhan 
- APD (masker, kacamata, sarung tangan, baju pelindung) 
- Peralatan medis habis pakai (hand sanitizer, 

disinfectant) 
- Peralatan medis tidak habis pakai (termometer non-

kontak) 

- KIE terkait wabah (Covid-19) 
- Update informasi terkait wabah (COVID-19) dan 

alur penanganannya 
- Melakukan penapisan suhu tubuh (>37,5 C) orang 

yang berasal dari negara terinfeksi 
- Melakukan pelatihan prosedur penapisan kepada 

tim pelaksana 
- Pemetaan Fasilitas Kesehatan 

TINGKAT 2 
KUNING 

Kasus positif di Indonesia - Mengaktifkan Tim Manajemen Krisis 
- Memastikan kebutuhan logistik dan didistribusikan sesuai 

kebutuhan 
- Mengurangi aktivitas yang melibatkan banyak orang dalam 

satu lokasi 
- Membatasi perjalanan dinas ke area terdampak 
- Melakukan prosedur karantina pribadi pada karyawan 

dengan riwayat perjalanan ke area terdampak 
- Melakukan proses disinfeksi pada area umum di 

perusahaan termasuk transportasi perusahaan 

- KIE terkait wabah 
- Melakukan pelatihan prosedur terkain kepada tim 
- Update informasi terkait wabah (COVID-19) 
- Melakukan penapisan suhu tubuh (>37,5 C) pada 

semua orang yang masuk ke dalam perusahaan 
(karyawan, pengunujung kontraktor) 

- Melakukan pemantauan terhadap karyawan yang 
berstatus karantina pribadi 

- Mempersiapkan ruang isolasi dan kendaraan 
rujukan 

- Memiliki Data Fasilitas Kesehatan Rujukan 
TINGKAT 3 
ORANGE 

- Kasus positif masuk 
provinsi/kabupaten/kota 

- Adanya instruksi resmi dari 
pemerintah terkait 
lockdown 

- Melakukan update informasi mengenai kasus di dalam 
provinsi 

- Melakukan penulusuran informasi karyawan yang mungkin 
terkait kasus 

- Memetakan dan mengatur karyawan yang bisa bekerja 
dari rumah (working from home) dan karyawan yang harus 
mengoperasikan perusahaan (essensial employees) 

- Memastikan kecukupan logistik operasional 

- Memonitor jika ada karyawan dengan kasus 
positif  

- Membantu pihak berwenang dalam melakukan 
penelusuran kasus 

- Melakukan update situasi kepada manajemen 
perusahaan 

 

TINGKAT 4 
MERAH 

- Kasus positif dalam 
perusahaan 

- Adanya instruksi resmi dari 
pemerintah 

- Menghentikan aktivitas perusahaan secara terencana (shut 
down), sebagai langkah terakhir. 

 

- Memonitor jika ada karyawan dengan kasus 
positif  

- Membantu pihak berwenang dalam melakukan 
penelusuran kasus 

- Melakukan update situasi kepada manajemen 
perusahaan 


